BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi penerapan
akuntansi investasi pada Pemerintah Kota Kupang khususnya pada Kantor

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang, berdasarkan hasil analisis

data yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengakuan awal invetasi pada Pemerintah Kota Kupang dalam
pengerjaan yang diterapkan, Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah
belum bisa dibilang telah sesuai, dikarenakan tidak ditemukannya
informasi bukti pengakuan awal penyertaan modal yang dibuat/disusun
oleh Pemerintah Kota Kupang, sehingga dari pada itu untuk pengkajian
manfaat ekonomi dan sosial/jasa potensial tidak dapat dipastikan. Dan
juga tidak ditemukan bukti berupa transaksi dalam bentuk jurnal
pengakuan awal sehingga Pemerintah Kota Kupang tidak dapat
mengukur nilai perolehan investasi secara memadai/andal (reliable). Hal
tersebut belum sesuai dengan PSAP Nomor 06 Tahun 2016 tentang
Akuntansi Investasi.

2. Proses Pengukuran Investasi dalam penerapannya juga belum sesuai
dengan aturan yang berlaku, dimana tidak ditemukan informasi
pengeluaran pembiayaan dan penerimaan kembali atas nilai investasi dari
BUMD Kota Kupang pada Laporan Operasional (LO) dan laporan beban

awal atas penyertaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang,

71



sehingga hal tersebut juga belum sesuai dengan PSAP Nomor 06 Tahun
2016 tentang Akuntansi Investasi.

3. Pada Pelaporan/Pengungkapan Pemerintah Kota Kupang sudah
melakukan penyajian pelaporan atas jumlah pnyertaan modal pada
BUMD kota Kupang baik yang mengalami penambahan nilai saldo
penyertaan modal maupun yang mengalami kerugian. Pelaporan yang
dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang disajikan pada Laporan Neraca
pada tahun 2019.

4. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaiannya penerapan
akuntansi investasi yang dilakukan Pemerintah kota Kupang dengan
peraturan perundang-undangan (PSAP No 06 Tahun 2016) adalah belum
diterapkannya aturan yang mengatur tentang Akuntansi Investasi dengan
baik oleh Pemrintah dan kurangnya pengetahuan sumber daya manusia
tentang penerapan PSAP No 06 Tahun 2016 tentang Akuntansi Investasi.

6.2 Saran
Dari kesimpulan diatas maka dapat diberikan beberapa saran kepada

Kantor Badan Keuangan dan Aset daerah Kota Kupang sebagai berikut :

1. Diharapkan pada Kantor Badan Keuangan dan Aset daerah Kota Kupang
untuk melakukan pengakuan, pengukuran, dan pelaporan/pengungkapan
harus sesuai dengan PSAP Nomor 06 Tahun 2016 tentang Akuntansi
Investasi dan menerapkannya semaksimal mungkin, sehingga pada

penyjian laporan keuangan lebih optimal untuk tahun-tahun kedepannya.
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2. Diharapkan agar Pemerintah Kota Kupang lebih meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia sehingga dalam

proses pengelolaan sistem keuangan bisa lebih baik lagi
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